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ABSTRAK  

 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan proses 

diversi pada anakyang berkonflik dengan hukum dan mengetahui konsep 

proses diversi yang tepat dalam menangani anak yang berhadapan 

dengan hukum di waktu yang akan datang. Rumusan masalah yang 

diajukan yaitu : Apakah sebab-sebab kegagalan proses diversi pada anak 

yang berkonflik dengan hukum? Bagaimana konsep proses diversi yang 

tepat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di waktu 

yang akan datang? Penulisan ini termasuk dalam tipolgi penulisan hukum 

normatif – empiris. Data penulisan ini dikumpulkan dengan cara studi 

dokumen/pustaka yang didalamnya disertai hasil wawancara kepada 

responden. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan sosiologis. Hasil 

studi ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada 

masih memiliki beberapa kekurangan dalam mengatur penegakan proses 

diversi. Selain peraturan perundang-undangan yang masih memiliki 

kekurangan, terkait dengan penegak hukum sendiri juga masih memiliki 

beberapa kekurangan terkait dengan pengetahuan mengenai proses 

diversi dan keahlian dalam menyelesaikan mediasi dalam proses diversi. 

Selanjutnya fasilitas pendukung juga diketahui masih memerlukan banyak 

pendambahan serta sumber daya manusia di dalamnya juga masih 

kurang. Kemudian masyarakat masih sulit menerima penegakan proses 

diversi ini dikarenakan paradigma hukum yang ada di masyarakat dan 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada dan para 

penegak hukum. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di berbagai 

lini tersebut mengakibatkan penegakan proses diversi rentan menemui 

kegagalan. Penulisan ini merekomendasikan : Pertama, perlu dilakukan 

pengkajian ulang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai penegakan proses diversi. Kedua, Pemerintah harus 

memaksumalkan kualitas oenegak hukum serta memenuhi fasilitas 

pendukung serta sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Ketiga, 

penegak hukum perlu melakukan sosialisasi serta kampanye terkait 

pentingnya proses diversi kepada masyarakat agar terbentuk sinergitas 

antara penegak hukum dengan masyarakat.  
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